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ABSTRAK 
 

SITARI dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 
pelaporan Barang Milik Negara (BMN) di Universitas Sriwijaya. Namun, sistem 
ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan fitur pencatatan aset 
tetap, kurangnya pemutakhiran data yang rinci, serta rendahnya kesadaran SDM 
dalam pengelolaan BMN. Untuk mendukung tertib administrasi, mempermudah 
pengelolaan BMN secara efisien, transparan, dan akuntabel, penelitian ini mengkaji 
adopsi teknologi informasi dalam konteks e-government, dengan fokus pada 
aplikasi SITARI di Universitas Sriwijaya. Penelitian ini memformulasikan lima 
pertanyaan utama: (1) Bagaimana kapasitas sistem organisasi publik dalam adopsi 
teknologi informasi pada aplikasi SITARI di Universitas Sriwijaya? (2) Bagaimana 
adopsi teknologi informasi dalam penggunaan aplikasi SITARI? (3) Faktor-faktor 
apa saja yang menentukan adopsi teknologi informasi dalam penggunaan aplikasi 
SITARI? (4) Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pelaporan aset BMN 
berbasis sistem organisasi publik. (5) Bagaimana model adopsi teknologi informasi 
berbasis sistem organisasi publik dalam penggunaan aplikasi SITARI untuk 
mencapai transparansi dan akuntabilitas pelaporan aset? 

Kelima pertanyaan tersebut akan dijawab melalui integrasi Teori Sistem 
Organisasi Publik (Mele et al., 2010) dan kerangka Technology Organization 
Environment (TOE) (Tornatzky & Fleischer, 1990), serta Konsep Transparansi 
(Krina, 2003) dan Akuntabilitas (Kumorotomo, 2005). Penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara 
mendalam bersama 32 informan kunci, serta diperkaya dengan analisis dokumen 
dan literatur yang komprehensif. Analisis data mengadopsi pendekatan interaktif 
Miles dan Huberman (2014), dengan validitas penelitian diperkuat melalui 
pengujian kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. 

Penelitian ini menghasilkan model adopsi teknologi informasi yang 
mengintegrasikan lima dimensi utama: Sumber Daya Manusia, Sistem dan 
Teknologi, Organisasi, Transparansi dan Akuntabilitas, dan Manajemen 
Pengetahuan. Model ini dapat menjadi kerangka kerja teoretis yang memperkaya 
pemahaman tentang e-government dalam pengelolaan aset publik, serta 
memberikan rekomendasi praktis untuk pengembangan kebijakan dan aplikasi 
SITARI yang berkelanjutan. Model ini juga mampu menjadi acuan bagi institusi 
publik lainnya dalam mengadopsi teknologi informasi secara efektif, khususnya 
dalam konteks pelaporan aset negara yang transparan dan akuntabel. 
 
Kata Kunci: Adopsi Teknologi; E-Government; Barang Milik Negara, 
SITARI; Manajemen Pengetahuan. 
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ABSTRACT 
 

SITARI is designed to enhance transparency and accountability in the 
reporting of State-Owned Assets (BMN) at Sriwijaya University. However, this 
system still faces several challenges, such as limited features for recording fixed 
assets, lack of detailed data updates, and low awareness of human resources in 
managing BMN. To support orderly administration, facilitate BMN management 
efficiently, transparently, and accountably, this study examines the adoption of 
information technology in the context of e-government, focusing on the SITARI 
application at Sriwijaya University. This study formulates five main questions: (1) 
How is the capacity of public organizational systems in the adoption of information 
technology in the SITARI application at Sriwijaya University? (2) How is 
information technology adoption in the use of the SITARI application? (3) What 
factors determine the adoption of information technology in the use of the SITARI 
application? (4) How is the transparency and accountability of BMN asset 
reporting based on public organizational systems? (5) What is the information 
technology adoption model based on public organizational systems in the use of the 
SITARI application to achieve transparency and accountability in asset reporting? 

These five questions will be answered through the integration of the Public 
Organizational Systems Theory (Mele et al., 2010) and the Technology 
Organization Environment (TOE) framework (Tornatzky & Fleischer, 1990), as 
well as the concepts of Transparency (Krina, 2003) and Accountability 
(Kumorotomo, 2005). This study employs a qualitative descriptive approach. 
Primary data is obtained through in-depth interviews with 32 key informants and 
is enriched with comprehensive document and literature analysis. Data analysis 
adopts the interactive approach of Miles and Huberman (2014), with research 
validity reinforced through tests of credibility, transferability, dependability, and 
confirmability. 

This study produces an information technology adoption model that 
integrates five main dimensions: Human Resources, Systems and Technology, 
Organization, Transparency and Accountability, and Knowledge Management. 
This model can serve as a theoretical framework that enriches the understanding 
of e-government in public asset management and provides practical 
recommendations for sustainable policy and SITARI application development. This 
model can also serve as a reference for other public institutions in effectively 
adopting information technology, particularly in the context of transparent and 
accountable state asset reporting. 

. 
Keywords: Technology Adoption; E-Government; State-Owned Assets; SITARI; 
Knowledge Management. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bagian pendahuluan berisi tentang alasan akademis dan praktis tentang 

kebutuhan untuk mempelajari e-government dalam pengelolaan barang dan jasa 

secara digital di institusi pendidikan tinggi. Secara lebih detail, dalam latar 

belakang, penulis akan memulainya dengan memberikan gambaran tentang e-

government dan manfaatnya, kesuksesan e-government dan kesenjangan penelitian 

serta masalah-masalah empiris berkaitan dengaan adopsi dan penggunaan e-

government di di institusi pendidikan tinggi 

 

1.1.1 E-Government: Janji dan Manfaat dalam studi terkini 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesepakatan dari para akademisi dan 

praktisi bahwa e-government telah memberikan manfaat yang besar bagi pemangku 

kepentingan dan oleh karena itu, memastikan manfaat-manfaat tersebut benar-

benar diterima dan mendesain e-government sesuai dengan keinginan pengguna 

adalah penting untuk dilakukan (J. Davies & Procter, 2020; Guntur et al., 2018; 

Serrano-Cinca & Muñoz-Soro, 2019). Bagian ini berisi tentang penjelasan 

mengenai janji-janji e-government dalam riset-riset kontemporer.  

Sebagaimana pemerintah telah menginvestasikan sumber daya yang besar 

untuk membangun teknologi informasi dan komunikasi beserta ekosistemnya, 

mempelajari manfaat-manfaat yang diberikan oleh e-governmet adalah penting, 

terutama untuk mengetahui apakah dalam studi-studi terkini, investasi besar-

besaran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut apakah benar-benar membantu 

pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik (Imran & Gregor, 2005; 

Kwok, 2014; Liu & Yuan, 2015). Dalam literatur, e-government dimanifestasikan 

dalam berbagai hal seperti website, aplikasi berbasis website, aplikasi berbasis 

komputer, media sosial, dan aplikasi berbasis mobile (Imran & Gregor, 2019; 

Moreno Cegarra et al., 2014; Odendaal, 2003). 

Dalam literatur, e-government disebut-sebut dan terbukti mampu mengurangi 

biaya transaksi administrasi dan operasional untuk pemerintah (Brooks & 

Mohammed, 2014; Mangla & Luthra, 2022; Sardjono et al., 2020). E-government 
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mampu menyelesaikan urusan-urusan publik tanpa harus masyarakat bertemu 

dengan pemerintah secara langsung. Masyarakat cukup mengakses sistem 

informasi tertentu, memilih jenis layanan, mengisi form-form tertentu dan 

mengunggah persyaratan (Glyptis et al., 2020; Goodin, 2017; Sivarajah et al., 

2015). Manfaat lain adalah promosi demokrasi yang  partisipatif karena e-

government memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah 

yang sulit dijangkau (J.-S. Lee & Jun, 2021; Oyekunle & Akanbi-Ademolake, 

2014; Panganiban, 2019; Patsioura, 2014; Pons, 2004; Veiga & Rohman, 2017). 

Masyarakat dapat menyampaikan, usulan, keluhan dan sarannnya terhadap suatu 

pelayanan publik. Pemerintah, setelah itu, dapat merespon dengan memberikan 

serangkaian perbaikan. Hak-hak individu warga negara dibuktikan dalam literatur 

menjadi lebih mudah untuk didapatkan. 

Manfaat lain adalah efisiensi pelayanan kepada pemangku kepentingan 

seperti pegawai pemerintah, masyarakat dan sektor bisnis (Chomchalao & Naenna, 

2013; R. Naidoo & Palk, 2010; Nasrun Mohd Nawi et al., 2016; Raman et al., 

2007). Hal ini dapat didapatkan dari waktu dan biaya layanan yang dapat direduksi 

secara signifikan. Manfaat ini membawa pada diskusi pada manfaat selanjutnya 

yaitu jaminan ketepatan waktu pelayanan yang dapat didesain sedemikian hingga, 

memaksa karyawan pemerintah untuk berkerja dengan lebih cepat dan efisien untuk 

memenuhi target kinerja tertentu. Selanjutnya adalah transparansi (Mensah et al., 

2020; Pedersen, 2017; Rahman, 2007; Roessobiyatno et al., 2016; Veiga & 

Rohman, 2017). E-government memungkinkan pemerintah untuk lebih mudah 

mendokumentasikan berbagai aktivitasnya yang sebelumnya dilakukan secara 

tertutup. Melalui e-government pemerintah dapat mempublikasikan berbagai 

macam data dan informasi untuk membangun kepercayaan publik. Di sisi lain, 

masyarakat yang demokratis juga membentuk hal yang sama, menginginkan 

keterbukaan informasi untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik. 

E-government juga mendorong terciptanya layanan publik yang sesuai 

dengan keinginan masyarakat atau disebut dengan citizen-centric public service 

(Bogdanovic-Dinic et al., 2013; Bwalya & Mutula, 2016; Glyptis et al., 2020; 

Oyekunle & Akanbi-Ademolake, 2014; Susanto & Goodwin, 2011). Layanan 

publik dengan jenis ini dapat tercipta karena komunikasi multi arah yang muncul 
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karena e-government. Selain itu, pandangan tentang e-government sebagai suatu 

produk layanan publik yang berevolusi juga mendorong terus terjadinya perubahan 

berbagai macam fitur yang ia berikan. Fungsi masyarakat di sini, sebagai penikmat 

layanan, sekaligus kelompok yang memberikan dorongan terhadap penciptaan 

layanan publik yang semakin sesuai dengan keinginan dan karakteristik mereka. 

Manfaat lain adalah terciptanya informasi yang up-to-date karena pemerintah dan 

masyarakat tidak lagi berjarak, yang memisahkan mereka hanyalah kecepatan 

internet (Banowosari et al., 2014; İskender & Özkan, 2013; Mensah et al., 2020; 

Nasrun Mohd Nawi et al., 2016). Pemerintah ketika ingin memberikan informasi 

terhadap masyarakat dapat langsung menginformasikannya. Sebelumnya proses ini 

memakan waktu karena menggunakan saluran informasi tradisional seperti televisi, 

radio, koran dan lain sebagainya. 

Adopsi, adaptasi dan penggunaan e-government menawarkan manfaat yang 

besar bagi tata kelola organisasi dan pelayanan publik bagi berbagai macam subyek 

dari pelayanan publik dan oleh karena itu ada perhatian dan permintaan besar untuk 

membuat kerangka kerja keberhasilan e-government (Bolleyer, 2009; Bwalya & 

Mutula, 2016; Gunawan et al., 2020; Mensah et al., 2020; Susanto & Goodwin, 

2011). Penelitian tentang manfaat e-government telah menawarkan kerangka kerja 

yang berbeda untuk jenis subyek pelayanan yang berbeda yaitu pemerintah dengan 

pemerintah, pemerintah dengan masyarakat dan pemerintah dengan sektor bisnis.  

Kebanyakan dari mereka menyelidikinya di lingkungan pemerintah dari level 

nasional, provinisi, dan kota/kabupaten (Bolleyer, 2009; Bwalya & Mutula, 2016; 

Chomchalao & Naenna, 2013; Gronau et al., 2017; G. Naidoo, 2008; Veiga & 

Rohman, 2017). E-government di universitas atau pendidikan tinggi mnawarkan 

ruang penelitian yang besar untuk hal ini juga. Karakter organisasi pendidikan 

tinggi yang berbeda membuat e-government harus disusun secara berbeda pula. 

Perguruan tinggi merupakan organisasi tempat ilmu diproduksi dan direproduksi 

dengan hubungan antar entitas di dalamnya yang lebih erat akrena biasanya mereka 

terlibat dalam hubungan yang singkat dan dalam aspek geografis yang lebih sempit. 
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1.1.2 Pentingnya Mempelajari Kesuksesan E-Government 

Penelitian tentang evaluasi e-government telah menjadi subyek penelitian 

yang menarik semenjak kemunculannya. Namun berdasarkan studi literatur, 

terdapat beberapa masalah tentang studi keberhasilan e-government. Keberhasilan 

e-government adalah studi yang sangat kontekstual di mana ia digunakan dan 

dikembangkan (Boonmee, 2017; Senjaya et al., 2020; M. J. van den Haak et al., 

2009). Untuk itu, studi ini memerlukan kerangka yang berbeda dalam ruang yang 

berbeda. Dengan kata lain, studi keberhasilan e-government belum sepenuhnya 

diselidiki dari perspektif yang berbeda meskipun sejumlah literatur besar telah 

diterbitkan dalam ruang lingkup ini (Al-Solbi & Al-Harbi, 2008; Hanefeld et al., 

2018; Purnastuti & Izzaty, 2016; Thor & Evtuhovici, 2003). 

Tantangan lain adalah karena studi keberhasilan e-government merupakan 

jenis studi yang secara praktik maupun teoritik penting dan kompleks (Akram et 

al., 2019; Y.-C. Chen et al., 2019; Gisquet, 2020; Madyatmadja et al., 2018; Senjaya 

et al., 2020). Kompleksitas ini adalah karena studi ini mengukur berbagai perspektif 

yang berbeda mulai dari manfaat, konteks sosial dan teknis penggunaan dan oleh 

akrena itu e-government bukanlah merupakan suatu produk sederhana dan 

memerukan evaluasi terus menerus berkaitan dengan dinamika dari penggunanaya 

untuk mengarahkan pada peningkatan e-government (Christensen, 2021; Dias, 

2020; Heng Wang & Jinchang Hou, 2010; Tassabehji et al., 2016). 

E-government merupakan salah satu sistem informasi yang memiliki konteks 

khusus dengan alasan pengembangan dan tujuan penggunaan yang berbeda dalam 

konteks dan lingkungan yang berbeda (Manoharan & Ingrams, 2018; Purnastuti & 

Izzaty, 2016; Yun & Opheim, 2010). Mehamai penerimaan dan penolakan suatu 

produk e-government telah menjadi tugas yang menantang bagi pemerintah untuk 

mendorong keberhasilan e-government. Tuntutan pelayanan yang semakin dekat 

dengan kebutuhan pelanggan juga muncul karena mereka mengakses layanan dari 

sektor swasta yang lebih kompetitif. Ini meninggalkan tantangan baik dari manajer 

organisasi publik maupun swasta untuk secara periodic mengevaluasi keberhasilan 

atau efektivitas investasi dalam bidang TIK (Moon et al., 2016; Ngwenya, 2013; 

Rahman, 2007; Yoon & Chae, 2009; Yun & Opheim, 2010).  
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Memahami kualitas layanan e-government dan kepuasan pengguna 

merupakan tugas menantang bagi pemerintah untuk dua alasan penting. Pertama 

pengguna e-government membutuhkan peningkatan yang signifikan karena ada 

ekspektasi yang tinggi melalui penyeldiaan layanan publik dengan sistem informasi 

dibandingkan dengan saluran tradisional (Lundgren & McMakin, 2009; Tassabehji 

et al., 2016; M. J. van den Haak et al., 2009). Kedua, pemerintah dapat mengambil 

manfaat dari memindahkan sis perimtaan layanan online e-government dari saluran 

ofline dan tadisional ke saluran online. Untuk itu, pendekatan sistematis untuk 

mengevaluasi kinerja dan pengelolaan e-government sangat penting untuk 

meningkatkan kinerja pemerintah dan tingkat implementasi e-government dengan 

lebih komprehensif (Ahmadi & Mustonen-Ollila, 2011; Madyatmadja et al., 2018; 

Uddin et al., 2020; Wootton et al., 2005). Salah satu fitur yang harus disediakan 

oleh pemerintah adalah tingkat kecanggihan di mana layanan online tersebut 

disediakan. Ini adalah karena menawarkan informasi online saja tidak cukup dan 

harus mengakomodasi berbagai macam fitur e-government. Syarat penting dari 

aktivitas ini adalah setelah dievaluasi perlu ada tindakan untuk menyelesaikan 

masalah dan membuat perbaikan yang diperlukan. Selain itu, ini merupakan proses 

yang komprehensif karena memerlukan budaya pengukuran kinerja, dan  mendidik 

karyawan dan pengguna tentang pengukuran kinerja (E. Haak et al., 2018; Lock et 

al., 2013; Ngwenya, 2013; Szmigiel-Rawska et al., 2018; Thor & Evtuhovici, 

2003).  

Alasan lain adalah karena investasi sumber daya keuangan yang signifikan. 

E-government mungkin dapat melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran 

namun dalam tahapan pengadaan ia juga membutuhkan sumber dana yang besar 

dan oleh karena itu menjadi tugas besar juga untuk memastikan bahwa investasi 

uang masyarakat dalam urusan ini benar-benar dapat menyelesaikan berbagi 

macam masalah public (Boschi, 1999; Lock et al., 2013; Tassabehji et al., 2016; 

Wang & Shih, 2009). Meskipun investasi besar telah dilakukan untuk 

mengembangkan portal e-government ini, masih ada kekurangan kerangka kerja 

yang komprehensif untuk membangun mekanisme yang kompleks tentang 

bagaimana mengukur keberhasilan e-government dan bagaimana fitur sistem, 
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faktor risiko, dan karakteristik pengguna dapat mempengaruhi sukses e-

government. 

 

1.1.3 Gap Penelitian Tentang Studi Keberhasilan E-Government 

Faktanya studi keberhasilan e-government masih dalam tahapan 

pengembangan dan bukan merupakan jenis studi yang matang karena e-government 

merupakan area yang kurang berkembang dan memerlukan pemahaman yang lebih 

komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan mengukur 

keberhasilannya (E. Haak et al., 2018). Oleh karena itu, e-government memerlukan 

pengembangan dengan melakukan studi dei berbagai area dan konteks yang 

berbeda untuk memahami faktor tersebut dan yang peling penting adalah untuk 

mengukur keberhasilan e-government (Al Nidawy et al., 2018; Mousavi et al., 

2008). 

Terdapat kumpulan literatur yang besar tentang e-government. Ini adalah 

karena e-government adalah studi multi disimplin yang setidaknya melibatkan dua 

disiplin ilmu yaitu sistem informasi dan administrasi publik. Sayangnya belum ada 

model komprehensif yang mengevaluasi e-governmet karena sebagian besar studi 

ini berfokus pada beberapa faktor pendorong e-government (C.-K. Chen et al., 

2002; Madyatmadja & Kiswanto, 2019; Majeed et al., 2019; Ramtohul & 

Soyjaudah, 2013). Kesenjangan penelitian selanjutnya yang menarik perhatian para 

peneliti adalah kebutuhan untuk penelitian yang lebih empiris yang melintasi batas 

kontekstual yang berbeda untuk membangun kekuatan hubungan timbal balik. 

Kondisi batas yang berbeda termasuk jenis sistem informasi yang berbeda, 

perbedaan waktu, dan organisasi di mana e-government ini hidup dan dihidupi 

(Fauzie et al., 2016; Meijer & Bekkers, 2015; Mutula, 2005; Sodhi, 2015). 

Kesenjangan penelitian yang ingin dicoba diisi dalam penelitian ini selain 

dalam konteks universitas adalah penggunaan teori dan model yang berbeda, 

pengintegrasian dengan teori lain dari berbagai macam disiplin ilmu dan subyek 

pengguna yang berbeda. Kerangka kerja yang ingin dibangun adalah kerangka kerja 

yang berbasis multidimensi dari berbagai panggilan penelitian terdahulu. 

Mengambil kesenjangan antar jenis perkembangan negara, penelitian ini ebranjak 

dari studi di negara maju, dengan mengambil lokasi di negara berkembang di mana 
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keterbatasan finansial, politik yang cenderung tidak stabil, kasus korupsi yang 

masih ada mungkin akan mempengaruhi keberhasilan e-government.  

 

1.1.4 Sistem Informasi Invetarisasi Barang Milik Negara Universitas 

Sriwjaya (SITARI) 

Institusi pendidikan tinggi, sebagaimana pemerintah, melakukan investasi 

besar-besaran pada e-government, mengharapkan dampak yang positif pada 

peningkatan kinerja, individual dan organisasi (Nandasara, 2012; Purnastuti & 

Izzaty, 2016). Universitas dengan e-government di satu sisi memiliki ekosistem 

yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah. Mereka dapat memproduksi e-

government sendiri, karena tersedia kumpulan orang terdidik yang menjadi 

konsultan-konsultan e-government bagi pemerintah baik dari sisi sistem ataupun 

berbagai fiturnya (Kusumastuti et al., 2020). Selain itu, e-government yang mereka 

buat digunakan sendiri oleh civitas akademik dalam lingkup yang lebih kecil 

sehingga user dan penyedia layanan e-government dapat berinteraksi dengan lebih 

intensif untukmenghasilkan produk e-government yang sesuai dengan ekspektasi 

penggunanya.  

Di sisi lain, universitas menghadapi tantangan yang sebenarnya tidak jauh 

berbeda dengan tantangan yang ditemukan di pemerintah seperti sumber daya 

keuangan, sumber daya manusia dan tata kelola organisasi. Dari sisi sumber daya 

keuangan universitas juga memiliki keterikatan dengan pemerintah pusat karena 

mereka diharuskan mengelola keuangan sebagaimana pemerintah melakukannya 

(Ozkan & Kanat, 2011). Dengan kata lain, pendanaan menjadi tidak fleksibel 

sebagaimana disyaraktkan oleh keberhasilan dari e-government. Dari sisi sumber 

daya manusia, mereka memiliki turn-over intention yang tinggi karena gaji 

pegawainya tidak lebih besar daripada mereka yang berkerja di perusahaan swasta 

yang menawarkan penghasilan yang lebih kompetitif (Kusumastuti et al., 2020; 

Ozkan & Kanat, 2011). Dari sisi tata kelola organisasi, universitas seringkali juga 

menemukan masalah dalam pergantian pemimpin yang menghasilkan perbedaan 

kebijakan di mana e-governmet yang telah dibuat juga harus diganti mengikuti 

pimpinan yang baru.  
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Universitas Sriwijaya merupakan salah satu perguruan tinggi dengan status 

PTN-BH di Indonesia yang juga melakukan investasi besar-besaran dalam e-

government. Beberapa layanan e-government unggulan dari perguruan tinggi ini 

antara lain e-learning (aplikasi pembelajaran online), sirendokar (sistem remunerasi 

dosen dan karyawan), sirena (sistem anggaran dan belanja online), dan SITARI 

(Sistem Informasi Invetarisasi Barang Milik Negara (BMN). Studi ini menyelidiki 

salah satu dari e-government tersebut yaitu SITARI. SITARI lahir dari kebutuhan 

akan transparansi dan akuntabilitas barang milik negara sebagai tuntutan dari 

civitas akademika dan kebutuhan pelaporan dan pertanggung jawaban kepada 

negara karena pembelian barang menggunakan dana-dana yang berskala dari 

negara. 

Pembahasan terkait BMN berkaitan dengan prinsip Manajemen Aset. Setiap 

organisasi, baik sektor publik maupun sektor privat, memiliki sebuah aset. Aset 

dikenal sebagai istilah “kekayaan”. Kekayaan yang dimaksud adalah barang yang 

dimiliki hak perorangan atau badan hukum dalam memiliki/menguasai barang 

dengan suatu hak atas barang berikut pengembangan yang melekat dan menjadi 

tanggung jawabnya. Menurut Siregar (2004), aset adalah barang (thing) atau 

sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai 

komersial (commercial value), atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh 

badan usaha, instansi, atau individu (perorangan). 

Manajemen aset dalam pengelolaan BMN mencakup proses perencanaan, 

perancangan, pengorganisasian, penggunaan, pemeliharaan, penghapusan, serta 

pengawasan aset. Proses ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis selama 

siklus hidup aset. Manajemen aset berupaya melakukan pengoptimalisasian 

penggunaan aset dalam rangka memberi manfaat dalam pemberian layanan dan 

pengembalian uang. Manajemen aset yang baik dapat meminimalkan biaya, 

memaksimalkan ketersediaan aset, dan memaksimalkan utilisasi aset. Secara garis 

besar, manajemen aset merupakan serangkaian keputusan untuk mengelola 

kekayaan secara optimal, yaitu meminimalisasi biaya kepemilikan, 

memaksimalisasi ketersediaan dan penggunaan aset melalui proses perencanaan 

kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, kepemilikan/legal audit, penilaian, 
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pengoperasian, pemeliharaan, penghapusan, peremajaan, pengalihan, serta 

pengawasan aset (Wahyuni & Khoirudin, 2020). 

Pengelolaan BMN berbasis elektronik yang dilakukan oleh Universitas 

Sriwijaya mengikuti pedoman Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. PP ini mengatur 

mengenai penyempurnaan yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yaitu antara lain pada 

Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah. 

 

Gambar 1. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi Per 
Tanggal 31 Desember 2023 Tahun Anggaran 2023 Universitas Sriwijaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Universitas Sriwijaya (2024) 
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Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa laporan posisi BMN Universitas 

Sriwijaya per tanggal 31 Desember 2023 Tahun Anggaran 2023 di Neraca Posisi 

berjumlah Rp. 12.203.309.052.420. Pada neraca tersebut juga dapat dilihat bahwa 

cakupan aset yang diemban Universitas Sriwijaya seperti barang konsumsi, barang 

pemeliharaan, tanah, bangunan, software, dan lain-lain. Pengelolan BMN ini 

dilakukan melalui sistem informasi yang bernama SITARI. 

SITARI dibandingkan dengan e-government lain menarik perhatian peneliti 

karena kompleksitas kepentingan dan fitur sistem yang ia miliki. Dari sisi 

kepentingan, ada tuntutan besar dari warga universitas untuk transparansi dan 

akuntabilitas barang milik negara, untuk mengetahui status, keberadaan dan 

penggunaannya. Sementara itu dari sisi fitur, sistem ini meskipun baru, memiliki 

fitur yang cukup kompleks, bahkan dibandingkan dengan sistem yang dibuat oleh 

Lembaga lain maupun kementerian sekalipun, seperti SIMAN DJKN Kementerian 

Keuangan dan SI-ISYANA. Meskipun begitu, peneliti menyadari bahwa 

keberhasilan SITARI memerlukan pengukuran khusus karena ia merupakan jenis 

sistem informasi yang berbeda, dibanding dengan sistem informasi yang telah 

diselidiki oleh penelitian-penelitian selanjutnya. SITARI memerlukan perspektif 

dari pengguna yang berbeda yaitu auditor, pengguna di level universitas, dan civitas 

akademika. Untuk itu, ada tuntutan yang besar tentang bagaimana sistem e-

government ini berkerja, mengakomodasi kebutuhan pengguna yang berbeda. 

Pada tahun 2022, pengelolaan BMN secara elektronik Universitas Sriwijaya 

dilakukan pengintegrasian dari SITARI ke Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat 

Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi keuangan negara yang digunakan pada 

tingkat satuan kerja dengan menerapkan sistem integrasi database dan ber-interface 

langsung dengan Sistem Anggaran dan Perbendaharaan Negara (SPAN) pada tiap 

tahap siklus anggaran. SAKTI mempunyai fungsi utama yaitu perencanaan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Terdapat tujuh modul pada 

aplikasi SAKTI yaitu Modul Administrator, Modul Penganggaran, Modul 

Komitmen, Modul Bendahara, Modul Pembayaran, Modul Persediaan, Modul Aset 

Tetap, Modul General Ledger dan Pelaporan 

SAKTI merupakan aplikasi yang menggatikan peran aplikasi-aplikasi 

eksisting yang sebelumnya masih menggunakan database terpisah antara lain: 
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RKAKL DIPA, SIMAK BMN, Persediaan, SAS, dan SAIBA. Sebagai gantinya, 

SAKTI telah menerapkan single database yang dikelola oleh Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan sebagai administrator. Selain itu, SAKTI juga menggunakan 

sistem Single Entry Point, yaitu bahwa suatu transaksi cukup sekali diinput dan 

apabila dibutuhkan oleh modul terkait data tersebut akan di panggil tanpa harus 

dilakukan penginputan ulang oleh modul yang membutuhkan. 

 

1.1.5 Gap Penelitian Tentang SIMAK-BMN 

1. Gap Teori 

Selama beberapa tahun terakhir, pembahasan mengenai SIMAK-BMN lebih 

mengarah pada lingkup rancangan sistem informasi (Atmaja & Susanto, 2019; Fiqi, 

2019; Hutahaean & Azhar, 2018; Sataria & Siahaan, 2018; Sudrajat et al., 2021; 

Suhandono & Hidayat, 2020; Sumaryanto & Sumarna, 2022; THohari et al., 2022; 

Wirananda, 2020), Implementasi SIMAK-BMN (Hartanti, 2020; Palikhatun et al., 

2019; Rismanda, 2020; Tampubolon, 2021), Efektivitas penerapan aplikasi 

(Meiforini et al., 2019; Palikhatun et al., 2019; Ramdany & Setiawati, 2021; 

Suprapti, 2018; Yanto & Muammar, 2021), praktisi akuntansi (Amaliah et al., 2019; 

Anisykurlillah & Oktaviana, 2020; Fajri & Fuadi, 2021; Hastuti et al., 2021; Kosadi 

& Supriatna, 2015; Nurpadi & Hermawati, 2021), evaluasi implementasi 

(Karambut et al., 2019; Sari, 2018), dan kinerja pegawai (Adriani & Suhairi, 2022; 

Firmansyah & Hollyson, 2021; Indarwati & Putranta, 2021; Peny, 2022). Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa masih sangat jarang penelitian yang 

membahas SIMAK-BMN di lingkungan perguruan tinggi sehingga Gap Teori 

penelitian ini adalah membahas “Model Digitalisasi Pengelolaan Barang Milik 

Negara Berbasis Sistem Organisasi Pelayanan Publik” yang berusaha mengisi 

ruang kosong penelitian tentang SIMAK-BMN, dengan menggunakan Technology 

Organization Environment (TOE) Framework (Tornatzky & Fleischer, 1990) 

dengan indikator Lingkungan, Organisasi, dan Teknologi, serta Teori Sistem 

dengan indikator Pengetahuan, Nilai, Kualitas, Adaptasi, dan Kompleksitas 

(Fenomena) (Mele et al., 2010). Selain itu, kebaruan dari penelitian ini adalah 

membahas elaborasi konsep transparansi dan akuntabilitas SIMAK-BMN. 

2. Gap Empiris 
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Gap Empiris dari penelitian ini adalah SITARI memerlukan perspektif dari 

pengguna yang berbeda, yaitu pengguna di tingkat fakultas/lembaga/UPT maupun 

tingkat universitas, serta auditor. SITARI masih memiliki kekurangan seperti 

belum adanya inventarisasi untuk mengakomodir pencatatan tanah, gedung, 

bangunan, dan aset tetap lainnya, dan juga belum tersedianya pemutakhiran data 

secara rinci tentang BMN yang didokumentasikan, yang mana dapat mendukung 

validitas nilai aset tetap, meliputi volume, spesifikasi, dan kondisi, serta kurangnya 

kepedulian SDM yang mengelola BMN akan pentingnya mendata dan 

menginventaris barang-barang milik negara yang ada pada unit kerja masing-

masing. SITARI ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan akan transparansi dan 

akuntabilitas Barang Milik Negara sebagai pertanggungjawaban untuk 

mewujudkan tertib administrasi, transparansi, dan mempermudah pelaksanaan 

pengelolaan BMN di Universitas Sriwijaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini memformulasikan pertanyaan penelitian dari berbagai 

kebutuhan praktis dan akademis tentang keberhasilan e-government dalam konteks 

universitas dengan mengambil satu rumusan masalah besar yaitu:  

1. Bagaimana kapasitas Sistem Organisasi Publik dalam Adopsi Teknologi 

Informasi pada Aplikasi SITARI  di Universitas Sriwijaya? 

2. Bagaimana Adopsi Teknologi Informasi dalam penggunaan Aplikasi SITARI 

di Universitas Sriwijaya? 

3. Faktor-faktor apakah sebagai penentu Adopsi Teknologi Informasi dalam 

penggunaan Aplikasi SITARI di Universitas Sriwijaya? 

4. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pelaporan aset BMN melalui Adopsi 

Teknologi Informasi dalam penggunaan Aplikasi SITARI di Universitas 

Sriwijaya? 

5. Bagaimana Model Adopsi Teknologi Informasi dalam penggunaan Aplikasi 

SITARI berbasis Sistem Organisasi Publik untuk Mencapai Transparansi dan 

Akuntabilitas Pelaporan Aset di Universitas Sriwijaya? 
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1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis kapasitas Sistem Organisasi Publik dalam Adopsi 

Teknologi Informasi pada Aplikasi SITARI  di Universitas Sriwijaya 

2. Untuk menganalisis Adopsi Teknologi Informasi dalam penggunaan Aplikasi 

SITARI di Universitas Sriwijaya 

3. Untuk menganalisis faktor-faktor penentu Adopsi Teknologi Informasi dalam 

penggunaan Aplikasi SITARI di Universitas Sriwijaya  

4. Untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pelaporan aset BMN 

melalui Adopsi Teknologi Informasi dalam penggunaan Aplikasi SITARI di 

Universitas Sriwijaya 

5. Untuk Merumuskan Model Adopsi Teknologi Informasi dalam penggunaan 

Aplikasi SITARI berbasis Sistem Organisasi Publik untuk Mencapai 

Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Aset di Universitas Sriwijaya 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini mengisi kekosongan penelitian-penelitian yang 

membahas e-governement, yang secara spesifik dalam pembahasan Sistem 

Informasi Pengelolaan Barang Milik Negara di institusi pendidikan tinggi, 

mencari tahu faktor-faktor yang mendorong adopsi inidividu di institusi 

pendidikan tinggi pada e-government yang dikembangkan secara mandiri 

dalam hal ini adalah SITARI.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam pengembangan 

SITARI oleh implementor, yaitu Petugas dan Sub Koordinator Barang Milik 

Negara di lingkungan Universitas Sriwijaya), yang sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan pengguna (user-centered e-government), seperti Staf BMN 

Rektorat/ Fakultas/Lembaga/UPT, Auditor Internal dan Eksternal, serta 

Pimpinan Universitas. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan mampu 

mencari tahu kekurangan SITARI. 
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